








  

i 
 

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian 

 

ABSTRAK 

 

 

 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu program 

unggulan pemerintah untuk mengurangi dampak sosial ekonomi dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Melalui program ini, 

pemerintah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan rentan 

agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, kesehatan, dan 

pendidikan. Meskipun dana desa memiliki potensi yang sangat besar untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaannya sering kali menemui 

berbagai kendala. Salah satu kendala utama yang muncul adalah dalam hal 

pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam pengawasan 

penggunaan dana desa, termasuk BLT. BPD sebagai lembaga yang mewakili 

kepentingan masyarakat desa di tingkat pemerintahan desa, diharapkan dapat 

menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dan dapat mengawasi proses 

distribusi bantuan ini agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Dengan 

metode penelitian empiris. Yang terdiri dari tiga rumusaN masalah yaitu satu 

Bagaimana perbedaan prioritas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2020. Kedua Bagaimana kondisi ekonomi penerima Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa sebelum dan sudah menerima Langsung Tunai Dana 

Desa. Ketiga Apakah Program Langsung Tunai Dana Desa sudah dilakukan 

secara efktif. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah Penilaian terhadap 

Program Langsung Tunai Dana Desa Babussalam didapati dari delapan indikator 

efektivitas program, terdapat 2 indikator yang menunjukan hasil yang kurang 

optimal yakni pada indikator ketepatan waktu dan ketepatan sasaran. Hal tersebut 

menunjukan adanya problematika yang menyelimuti penyaluran BLT-DD di 

Desa Babussalam. Namun, secara teknis, penyaluran BLT-DD di Desa 

Babussalam telah dilaksanakan dan tersalurkan kepada para Kelompok Penerima 

Manfaat (KPM). 
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ABSTRACT 

 

 

Direct Cash Assistance (BLT) Village Funds is one of the government's flagship 

programs to reduce socio-economic impacts and to improve community welfare at 

the village level. Through this program, the government provides direct assistance 

to poor and vulnerable communities so that they can meet their basic needs, such 

as food, health, and education. Although village funds have enormous potential to 

improve community welfare, their implementation often encounters various 

obstacles. One of the main obstacles that arises is in terms of supervision and 

accountability for the use of these funds. The Village Consultative Body (BPD) 

has a strategic role in supervising the use of village funds, including BLT. BPD as 

an institution that represents the interests of village communities at the village 

government level, is expected to be able to carry out effective supervisory 

functions and can supervise the distribution process of this assistance so that it is 

right on target and not misused. With an empirical research method. Which 

consists of three problem formulations, namely one How is the difference in 

priority of the Regulation of the Minister of Villages, Development of 

Disadvantaged Regions and Transmigration No. 7 of 2023 concerning Details of 

Priority Use of Village Funds With Regulation of the Minister of Villages, 

Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 6 of 2020 

concerning Priority Use of Village Funds in 2020. Second, what are the economic 

conditions of recipients of Direct Cash Assistance from Village Funds before and 

after receiving Direct Cash Assistance from Village Funds. Third, has the Direct 

Cash Assistance from Village Funds been carried out effectively? Meanwhile, the 

efforts made are an Assessment of the Direct Cash Assistance from Village Funds 

in Babussalam, found from eight indicators of program effectiveness, there are 2 

indicators that show less than optimal results, namely the indicators of timeliness 

and accuracy of targets. This shows that there are problems surrounding the 

distribution of BLT-DD in Babussalam Village. However, technically, the 

distribution of BLT-DD in Babussalam Village has been implemented and 

distributed to Beneficiary Groups (KPM). 
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